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Terkait Dana Bagi Hasil PT AMNT Rp104 Miliar, Gubernur Segera Koordinasi Dengan 
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https://baranewsaceh.co/fee-proyek-sudah-tradisi/ 

 

ataram (Suara NTB)-Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah mengaku akan segera melakukan 

koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan rekomendasi Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI agar NTB bisa segera memperoleh dana bagi hasil atas keuntungan bersih PT AMNT 

tahun 2021 dan 2020 senilai 6,71 juta dolar Amerika atau Rp104,62 miliar. 

 

Gubernur mengatakan, nilai Rp104,62 miliar itu merupakan keuntungan bersih PT AMNT tahun 

2021 dan 2020, sementara di tahun 2022 belum diketahui. Akan tetapi diprediksi angkanya lebih besar 

sesuai dengan pernyataan Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang saat memberikan penyampaian dalam 

acara penyerahan LHP BPK NTB tahun anggaran 2022. 

 

Nanti saya dalami ya, besar juga ya. Bahkan katanya untuk tahun 2022 lebih besar, namun kita lihat 

dulu. Kita baru dikasi tahu. Kita usahakan, jika itu bisa terealisir ya akan sangat membantu keuangan kita. 

Kita akan konsultasi ke Kementerian Keuangan. Kalau ada uang AMNT itu, ya nafasnya lebih panjang. 

Mudah-mudahan lah teman-teman bantu untuk menyuarakan ini secara baik, kata Gubernur usai 

penyerahan LHP BPK yang berlangsung di gedung DPRD NTB, Kamis (8/6) kemarin. 

 

https://baranewsaceh.co/fee-proyek-sudah-tradisi/
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Sebelumnya, Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB 

belum menerima dana bagi hasil (DBH) atas keuntungan bersih PT AMNT tahun 2021 dan 2020 senilai 

US$6,71 juta atau Rp104,62 miliar sehingga dana bagi hasil tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk 

pembangunan wilayah Provinsi NTB. Sementara itu bagi hasil keuntungan bersih tahun 2022 belum 

diketahui karena laporan keuangan PT.AMNT 2022 belum dipublikasikan. 

 

Sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2020, Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bagi hasil 

keuntungan bersih sebesar 1,5 persen dari laba bersih PT. AMNT sebagai pemegang Izin Pertambangan 

Khusus (IUPK). Sejak memperoleh keuntungan bersih dari usaha pertambangan tahun 2020, PT. AMNT 

belum memberikan kontribusi kepada Pemprov NTB berupa bagi hasil keuntungan bersih, katanya. 

 

Terkait dengan penyerahan LHP BPK tahun anggaran 2022 yang membuat NTB memperoleh 12 kali 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Gubernur mengatakan atensi positif yang disematkan BPK kepada 

Pemprov NTB ini akan semakin memberi kepercayaan diri dan menjadi penyemangat yang kuat untuk 

senantiasa terus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya. 

Untuk itu, semangat pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel, serta 

didukung dengan sumberdaya dan kinerja yang baik, merupakan komitmen nyata kami, untuk senantiasa 

terus mengelola keuangan daerah sesuai dengan azas prioritas, efektifitas dan efisiensi, tertib administrasi, 

serta dipastikan sesuai koridor peraturan perundang-undangan, katanya. 

 

Gubernur mengatakan, pihaknya menyadari pula, bahwa seiring dengan dinamika pembangunan 

yang terus berkembang pesat di Provinsi NTB menuntut Pemda untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

tetap berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Sehingga kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap 

semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB di tahun-tahun yang akan 

datang. 

 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur memberi penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota 

DPRD Provinsi NTB, yang telah turut serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang 

baik selama ini. Sehingga dengan spirit kebersamaan itu, selama kurun waktu 12 tahun berturut-turut dari 

tahun 2011 hingga 2022, Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK. 
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Saya juga ingin mengingatkan dan berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB 

bahwasannya pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat kepada kita 

semua. Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan 

bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat, pesannya.(ris) 

 

Sumber berita: 

1. https://www.suarantb.com, Terkait Dana Bagi Hasil PT AMNT Rp104 Miliar, Gubernur Segera 

Koordinasi Dengan Kemenkeu, diakses tanggal 9 Juni 2023 

2. https://www.detik.com/,  Pemprov NTB Kejar Dana Bagi Hasil: Alhamdulillah, PT AMNT Mengakui, 

diakses tanggal 23 Juni 2023 

 

 

Catatan: 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan: 

1. Pasal 1 angka 1 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan 

dan /atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 

2. Pasal 1 angka 4 menyatakan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang 

berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

3. Pasal 1 angka 5 Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di 

dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 

4. Pasal 1 angka 11 zin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah 

izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

5. Pasal 1 angka 13.b IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang 

diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 

6. Pasal 79 IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-

kurangnya wajib memuat: a. nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. lokasi 

pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan dan penjualan; f. modal investasi; g. jangka waktu 

tahap kegiatan; h. penyelesaian masalah pertanahan; i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan 

pascatambang; j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; k. jangka waktu berlakunya 

IUPK; l. perpanjangan IUPK; m. hak dan kewajiban; n. pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; o. perpajakan; p. iuran tetap dan iuran produksi serta 
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bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak 

berproduksi; q. penyelesaian perselisihan; r. keselamatan dan kesehatan kerja; s. konservasi mineral 

atau batubara; t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang 

bangun dalam negeri; u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; 

v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; w. pengelolaan data mineral atau batubara; x. 

penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan y. 

divestasi saham. 

 

 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan 

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 

 


